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PENGATURAN ADVOKASI TERHADAP HAK-HAK PENYANDANG 
DISABILITAS TERHADAP DISKRIMINASI DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM
Oleh:
Ni Komang Sutrisni1
ABSTRACT
Human Rights is the rights of human beings are naturally without exception and a 
privilege for the group, as well as the level of a particular social group. These rights are 
freedom  speech with freedom from all forms of oppression that must be upheld, not only by 
each individual of a State that recognizes the existence and respect of Human Rights itself, 
but must also be guaranteed by countries without any exceptions, including persons with 
disabilities in dealing with legal issues.This study used normative research for examining 
the principles and rules of law by using the legislation approach, and case-based approach. 
The regulation is regarding human rights in general stipulated in the Constitution Republif 
of Indonesia 1945, Act 39 of 1999 on Human Rights, Law No. 4 of 1997 on Persons with 
Disabilities, Law 19 of 2011 on the Ratification of Convention on the Rights of persons with 
Disabilities, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). The right to 
non-discriminatory treatment as a continuation of the right to equal treatment before the law 
for persons with disabilities can be realized through the exercise of the right to a fair trial. 
All such regulations prohibit all forms of discrimination and guarantee to all persons equal 
and will be effective protection against discrimination on any basis.
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I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Bangsa Indonesa adalah negara 
yang berdasarkan atas hukum. Setap 
tndakan  dalam pemerntahan maupun 
perlakuan terhadap warga negara Indonesa 
dlakukan berdasarkan atas hukum sebaga 
rujukan petama dalam  penyelenggaraan 
pemerntahan serta dalam rangka menjamn 
kehdupan masyarakat Indonesa. Persoalan 
yang palng pentng dalam negara hukum 
alah adanya pengakuan serta perlndungan 
terhadap hak-hak asas manusa khususnya 
dalam bdang penegakan hukum. Persoalan 
yang berkatan dengan perbuatan yang 
dlarang dalam suatu peraturan tdak hanya 
dlanggar oleh seseorang yang memlk 
keadaan mental dan fisik yang sempurna, 
akan tetap realtasnya menunjukkan bahwa 
pelanggaran demkan dapat saja dlakukan 
oleh seseorang yang memlk keterbatasan 
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dari segi fisik maupun psikis atau  yang lebih 
dkenal dengan seorang penyandang cacat 
atau dsabltas. Kecenderungan akses yang 
lebh  mudah  ddapatkan oleh seseorang 
yang  memiliki kelebihan dari segi fisik 
maupun psks dalam mengahadap kasus 
hukum dalam bentuk penanganan kasus yang 
cepat dbandngkan dengan penyandang 
dsabltas yang menghadap kasus hukum, 
aparat penegak  hukum cenderung tdak 
memproses kasus yang dalam oleh 
penyandang dsabltas.
 Pada hakkatnya semua orang sama 
dmata hukum tdak dkecualkan dalam 
keadaan apapun untuk memperoleh keadlan 
yang sama dalam berbaga bdang kehdupan 
termasuk dalam bdang penegakan hukum. 
Dalam ranah kehdupan sosal yang lebh 
luas, kesultan partspas sosal dan 
ketdaksetaraan sosal yang terjad pada 
ndvdu dengan dsabltas dkesampngkan 
dalam berbaga bdang kehdupan. Ketka 
seseorang tdak dapat bekerja, sult dterma 
bergaul secara wajar, tdak dapat dterma 
belajar dsekolah karena yang dlhat 
adalah seseorang tersebut cacat, tdak 
mampu, dan perlu drehabltas.2  Persoalan 
tersebut seolah-olah daku dalam berbaga 
kebjakan peraturan perundang-undangan 
d Indonesa yang mengutarakan apa yang 
dmaksud dengan penyandang dsabltas. 
Pengaturan tersebut menempatkan kecacatan 
atau kelainan fisik atau mental  sebagai 
penyebab hambatan untuk beraktvtas 
atau hdup sebagamana layaknya. Artnya 
menempatkan permasalahan dsabltas 
sebaga permasalahan ndvdu yang cukup 
membutuhkan penanganan ndvdu saja. 
Tdak mengeherankan jka kemudan 
terdapat peraturan yang menempatkan 
dsabltas sebaga masalah yang tdak dapat 
dterma.
Pengalaman terhadap kejadan-
kejadan yang menmpa kaum dsabltas 
dalam kenyataanya bertentangan dengan 
jamnan yang sudah dtentukan dala peraturan 
perundang-undangan. Dbeberapa kasus 
pendampngan, penyandang dsabltas serng 
kal menjad korban sepert pemerkosaan dan 
bentuk pelanggaran hukum lanya. Dalam 
proses d pengadlan, korban tunarungu, 
tunagrahta, atau tunanetra serngkal 
danggap tdak cakap hukum karena kesultan 
berkomunkas, atau karena kesaksan yang 
dianggap meragukan karena fungsi fisik 
yang terhambat. Dalam stuas n, kapastas 
hukum mereka telah “ddsabltaskan” oleh 
prosedur dan kerangka logka hukum yang 
telah gagal membaca keberadaan mereka 
sebaga subjek hukum yang setara.3  Dar 
latar belakang masalah tersebut menark 
bag penuls untuk membuat karya lmah 
dengan judul “Pengaturan Advokasi Hak-
hak Penyandang Disabilitas terhadap 
Diskriminasi dalam Bidang Penegakan 
Hukum”
2 YLBHI, 2014, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, 
Yayasan Obor Indonesa, Jakarta, h.254 3 Ibid., h.256
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1.2. Rumusan Masalah
Dar latar belakang masalah tersebut 
maka dalam tulsan n penuls mengemukakan 
dua rumusan masalah yakn:
1. Bagamana pengaturan kesetaraan 
penyandang dsabltas dalam peraturan 
perundnag-undangan.
2. Bagamana kesetaraan penyandang 
dsabltas d depan hukum. 
1.3. Tujuan Penelitian
Peneltan tentang Pengaturan 
Advokas Hak-Hak Penyandang Dsabltas 
terhadap Dskrmnas d Bdang Penegakan 
Hukum mempunya Tujuan Umum dan 
Tujuan Khusus.
1. Tujuan Umum : Untuk mengetahu 
pengaturan mengena hak-hak 
penyandang dsabltas dalam peraturan 
perundang-undangan.
2. Tujuan Khusus: Tujuan Khusus dar 
Peneltan n berkatan dengan Science 
As a Product yatu mendeskrpskan 
dan menganalss secara mendalam 
tentang pengaturan advokas hak-
hak penyandang dsabltas terhadap 
dskrmnas dalam penegakan 
hukum.
II.   Metode Penelitian
2.1. Jenis penelitian
Jens peneltan yang dgunakan dalam 
penulsan n adalah jens peneltan  hukum 
normatf karena menelt asas-asas serta 
kadah hukum. Asas-asas serta kadah hukum 
dalam peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengena hak-hak asas manusa 
serta dalam kovens-kovens nternasonal 
berkatan dengan dskrmnas hak-hak 
penyandang dsabltas dalam penegakan 
hukum.
2.2. Sifat Penelitian
Peneltan mengena pengaturan 
advokas terhadap hak-hak penyandang 
dsabltas terhadap dskrmnas dalam 
bdang penegakan hukum adalah bersfat 
deskrptf kualtatf yatu mengambarkan 
stuas, konds, dar penyandang dsabltas 
dalam menghadap kasus hukum kemudan 
dkatkan dengan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengena hak-hak 
penyandang dsabltas.
2.3. Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum yang 
dpergunakan dalam peneltan n melput 
bahan hukum prmer berupa peraturan 
perundang-undangan yang terkat dengan 
pengaturan hak-hak asas manusa yakn 
dalam UUD NRI 1945, UU No.39 Tahun 
1999 tentang HAM, Kovens penyandang 
Dsabltas. Sumber bahan hukum sekunder 
berupa bahan hukum yang dapat memberkan 
penjelasan mengena bahan hukum prmer, 
sepert hasl-hasl peneltan, hasl karya 
lmah dbdang hukum, lterature hukum 
dan sebaganya. Bahan hukum terser berupa 
kamus dan buku pegangan (hand out)4 
2.4. Teknik Pengumpulan Bahan
Metode pengumpulan bahan hukumnya 
dperoleh melalu metode pengumpulan 
bahan dengan cara mengumpulkan peraturan 
4 Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Peneltan 
Hukum, UI Press, Jakarta, h.52
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perundang-undangan, kovens-kovens 
nternasonal, lterature-lteratur,  jurnal 
hukum,5  dan lan sebaganya yang terkat 
dengan permasalahan hak-hak asas manusa 
kemudan dlanjutkan dengan penyortran 
bahan-bahan tersebut yang terkat dengan 
permasalahan.
2.5. Teknik Pengolahan dan Analisis 
Bahan Hukum
Teknk pengolahan bahan hukum 
dalam peneltan n dengan mengolah bahan 
hukum secara kualtatf artnya bahan-bahan 
hukum yang relevan dolah dengan melhat 
kualtas kegunaan.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Hak Penyandang Disabilitas 
Menurut Konvensi Hak Penyandang 
Disabilitas
Penyandang dsabltas merupakan 
stlah penggant dar penyandang cacat yang 
sejak dulu banyak dgunakan. Penyandang 
cacat dbag dalam beberapa kategor sesua 
dengan jens kecacatannya. Mereka dengan 
gangguan penglhatan dsebut tunanetra, 
yang memlk hambatan pendengaran dan 
wcara dsebut tunarungu wcara, yang 
memlk keterlambatan mental dsebut 
tunagrahita, yang memiliki cacat fisik disebut 
tunadaksa. Istlah tunalaras yang dgunakan 
untuk mereka dengan gangguan perlaku. 
Penyandang dsabltas adalah mereka yang 
mempunyai kecacatan fisik, mental, atau 
pskososal. Masyarakat serng menggunakan 
istilah penyandang cacat. Definisi dan 
kategorsas nlah yang dgunakan UU 
No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang 
Cacat.  Istlah penyandang cacat (persons 
with disabilities) resm mula dgunakan d 
Indonesia sejak ratifikasi the Unites Nations 
Conventon Rghts Persons wth Dsabltes 
yang selanjutnya dsebut UN CRPD . Art 
resmi yang dipakai dalam ratifikasi adalah 
penyandang Dsabltas. Konvens tersebut 
mendefenskan persons with disabilities 
sebaga mereka yang memlk kerusakan 
fisik, mental, intelektual, atau sensorik 
jangka panjang yang dalam nteraksnya 
dengan berbaga hambatan dapat merntang 
partspas mereka dalam masyarakat 
secara penuh dan efektf. Berkatan dengan 
asas kesetaraan, definisi ini menempatkan 
dsabltas sebaga suatu bentuk keterbatasan 
dar hasl nteraks antara keterbatasan 
fungsi fisik atau mental dengan faktor 
lngkungan, respon sosal, serta faktor yang 
lebh luas yang mendukung hambatan atas 
ketdakmampuan tersebut dalam melakukan 
suatu tndakan dalam wujud apapun.
 Keseluruhan s kovens tdaklah 
mengatur hal baru dalam pemenuhan hak-
hak penyandang dsabltas. Pada dasarnya, 
semua hak dmlk oleh manusa juga 
berlaku setara bag penyandang dsabltas. 
Faktanya masyarakat dengan dsabltas 
merupakan kelompok yang mnortas secara 
jumlah dan representas, serta tersubordnas 
karena stgma, tngkat pemahaman, serta 
domnas poltk d tngkat masyarakat dan 
negara yang mmberkan akses terbatas 
terhadap penyandang dsabltas. Kovens n 5 Johny Ibrahm, 2005, Teori dan Metodologi Penelitian 
Hukum Normatif, Bayu Meda, Malang, h.284
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merupakan penegasan yang mengharuskan 
negara mengambl langkah-langkah nyata 
dalam upaya penghormatan, pemajuan, serta 
pemenuhan dan perlndungan hak penyandang 
dsabltas. Ada beberapa hal pentng dar 
kovens n yang layak dpaham dalam proses 
advokas penyandang dsabltas, yakn 
Penghormatan atas martabat yang melekat, 
otortas ndvdual termasuk kebebasan untuk 
menentukan plhan, dan kemandran setap 
orang termasuk penyandang dsabltas. 
Pengormatan dsn menegaskan bahwa 
penyandang dsabltas memlk kelayakan 
untuk mengatur tata kehdupannya sendr 
tanpa perlu dntervens oleh phak manapun 
sebaga suatu penghormatan terhadap hak 
asas penyandang dsabltas. 
Prnsp Nondskrmnas  berart 
bahwa setap warga masyarakat termasuk 
penyandang dsabltas berhak untuk 
dperlakukan sama sepert seorang yang 
tdak berkebutuhan khusus pada umumnya, 
dalam setap bentuk perlakuan yang adl, 
merata, tdak menempatkan penyandang 
dsabltas ke dalam suatu perkecualan. 
Prnsp partspas dan keterlbatan penuh 
dan efektf dalam masyarakat merupakan 
salah satu bentuk upaya penstablan atau 
pengakuan terhadap penyandang dsabltas, 
bawasannya seorang yang danggap 
memlk suatu keterbatasan mash daku 
partspasnya serta dlbatkan secara penuh 
dalam pembangunan masyarakat. Prnsp 
yang palng pentng dalam kovens tersebut 
yakn penghormatan atas perbedaan dan 
penermaan para penyandang dsabltas 
sebaga bagan dar keragaman manusa 
dan rasa kemanusaan serta penghormatan 
atas kapastas yang berkembang dar 
anak penyandang dsabltas dan hak-hak 
penyandang dsabltas untuk melndung 
denttas mereka merupakan prnsp-prnsp 
umum dar kovens tersebut yang berkenaan 
langsung dengan keberadaan penyandang 
dsabltas. Pada realtasnya tdak sedkt 
anak penyandang dsabltas memlk potens 
melebh seorang yang normal msalnya 
dar seg kemampuan menghaslkan suatu 
karya yang bernla ekonom, serta tdak 
kurang juga memlk kemampuan untuk 
mengahslkan pendapatan dengan segala 
bentuk keterbatasan. Hak penyandang 
dsabltas dalam kovens tersebut berupa:
a. Kesetaraan dan nondskrmnas, 
negara phak wajb memastkan 
terwujudnya kesetaraan dengan cara:
1. Larangan atas dskrmnas atas 
dasar kecacatan, serta menjamn 
perlndungan hukum dar bentuk 
dskrmnas apapun.
2. Mengedepankan kepentngan anak 
dengan dsabltas dalam menentukan 
berbaga hal.
3. Menjamn kebebasan anak dengan 
dsabltas dalam mengemukakan 
pendapat mengena hal yang 
mempengaruh kehdupan mereka, 
menjadkannya sebaga dasar 
pertmbangan sesua dengan tngkat 
kematangan dan kedewasaan mereka, 
serta menjamn ketersedaan bantuan 
sesua dengan tngkat usa dan 
dsabltas mereka.
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b. Pengakuan yang setara d hadapan 
hukum
Penyandang dsabltas memlk hak 
atas pengakuan dhadapan hukum. Negara 
phak harus mengaku bahwa penyandang 
dsabltas berhak menkmat kapastas legal 
atas dasar kesetaraan, dan menyedakan 
akses terhadap dukungan yang dbutuhkan 
untuk melaksanakan kapastas legal para 
penyandang dsabltas. Hal n berorentas 
pada penghormatan terhadap setap manusa 
dalam keadaaan atau keterbatasan apapun, 
untuk mewujudkan keadlan sosal yang 
sesua dengan nla-nla kemanusaan dalam 
rangka menjamn kesetaraan daam berbaga 
bdang kehdupan. Pengakuan yang setara 
dhadapan hukum memlk nla besar 
terhadap pengakuan bahwa penyandang 
dsabltas juga layak mendapatkan suatu 
perhatan yang besar karena faktor-faktor 
kekurangan yang dmlk. Sehngga 
perlndungan terhadap penyandang 
dsabltas seharusnya menjad hal yang 
prortas.
3.2. Kesetaraan di Muka Hukum bagi 
Penyandang Disabilitas
Dalam perkembangannya, HAM 
menempatkan su dsabltas sebaga bagan 
ntegral dar HAM. Hal tersebut berkenaan 
dengan hak-hak dasar sebaga mahluk 
cptaan tuhan dalam bentuk pemberan 
kehdupan serta hak-hak lan yang melekat 
dalam dr manusa tdak ada pembedaan 
satu sama lan, mewajbkan setap manusa 
untuk salng menghormat hak-hak asas 
manusa satu dengan yang lannya termasuk 
penyandang dsablltas. Anggapan bahwa 
penyandang dsabltas tdak mempunya 
hak atau menjalankan hak sebagamana 
seharusnya dengan alasan keterbatasan yang 
dmlk merupakan bentuk penympangan 
yang bermuara pada dskrmnas terhadap 
penyandang dsabltas. Langkah-langkah 
pemenuhan hak-hak dasar sebagamana 
datur dalam nstrument HAM dan untuk 
kelompok penyandang dsabltas berlaku UN 
CRPD yang semestnya juga memperhatkan 
prnsp interdependence, indivisibility, dan 
interlated of rights,6  yatu terhadap setap 
hak salng berhubungan, salng melengkap, 
serta tdak dapat dpecah oleh sapapun.
Berdasarkan pemkran tentang kontrak 
sosal, UUD 1945 danggap tdak berbcara 
tentang HAM karena UUD menganut 
logka terbalk dan hanya mengatur hak 
warga Negara.7  Dengan kata lan, manusa 
Indonesa sudah ada lebh dulu dengan hak-
hak dasarnya sebaga manusa Indonesa. 
Manusa Indonesa n bersepakat membentuk 
Negara Indonesa sebaga sebuah mekansme 
penyelenggaraan kepentngan umum. Ketka 
menyelenggarakan kepentngan manusa 
Indonesa, maka pemerntahan Negara harus 
mengacu kepada hak-hak dasar manusa 
Indonesa.  Kemanusaan manusa daku 
sebaga consensus unversal yang justru tetap 
melekat sebaga pemlk asas mutlak atas 
dasar kemanusaan, terlepas dar perbedaan 
jens kelamn, warna kult, status ekonom, 
kewarganegaraan, agama, dan lan-lan.8  
6 YLBHI, Op.Cit. h.256
7 Maranus Kleden, 2008, Hak Asasi Manusia dalam 
Masyarakat Komunal, Lamalera, Yogyakarta, h. 76
8 Majda El-Muhtaj, 2005, Hak Asasi Manusia dalam 
Konstitusi Indonesia, Kencana Prenada Meda Group, 
Jakarta, h. 41
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Secara umum, hak-hak penyandang 
dsabltas yang potensal dlanggar oleh 
penydk dan hakm melput hak d depan 
hukum (equality before the law) dan hak 
atas peradlan yang adl (right to a fair 
trial). Sebaga contoh, hak penyandang 
dsabltas netra atas persamaan dhadapan 
hukum dan hak atas kesetaraan dan 
nondskrmnas. Hak n terlanggar ketka 
penydk tdak mau melakukan penyeldkan 
atau penydkan kasus perkosaan, kekerasan 
seksual, kesuslaan atau perbuatan cabul 
yang menmpa tunanetra sebaga korban 
karena memlk keterbatasan penglhatan. 
Penydk sult atau ragu untuk mempercaya 
keterangan atau laporan korban sekalpun 
sudah ada visum at refertum, atau alat bukt 
lan yang setara. Dalam proses pengadlan, 
hak seorang penyandang dsabltas atas 
peradlan yang adl terlanggar jka hakm 
tdak mau menerma kesaksan korban 
karena tidak bisa dikualifikasikan sebagai 
saks yang melhat sendr perkara pdana.9 
Dskrmnas menurut W.J.S. 
Poerwadarmnta dalam Kamus Umum 
Bahasa Indonesa merupakan suatu tndakan 
pembedaan perlakuan terhadap sesama warga 
Negara (berdasarkan perbedaan warna kult, 
suku, agama, dan sebaganya.10 Dalam kasus 
perkosaan, kekerasan seksual, kesuslaan 
atau perbuatan cabul yang menmpa tuna 
rungu atau tunawcara sebaga korbanm 
penydk tdak menerma kesaksan korban 
melalu bahasa syarat. Bla pendampng 
mnta penerjemah, penydk tdak memenuh 
karena tdak ada aturannya dalam KUHAP. 
Penydk juga jarang yang memlk 
juga jarang yang memlk kemampuan 
memaham bahasa syarat. D persdangan, 
hakm juga ragu apakah kesaksan korban 
memang benar atau salah. Kalaupun 
ddatangkan ahl, hakm mash juga ragu 
karena korban tdak bsa mendengar. Jka 
ham mempercaya penerjemah, tdak semua 
orang mau jad penerjemah. Penegakan 
hukum yang sebenarnya merupakan 
barometer berlangsungnya kehdupan 
ketatanegaraan bangsa Indonesa, bak tu 
yang memlk mplkas terhadap tatanan 
budaya, sosal, dan ekonom menjad 
terganggu, karena perspektf penegakan 
hukum yang labltas.11 Penegakan hukum 
yang demkan menyebabkan runtuhnya 
kepercayaan terhadap hukum sebaga suatu 
ujung tombak keadlan dalam kehdupan 
berbangsa dan bernegara.
Peranan negara yang memberkan 
perlndungan dan kesejahteraan warga 
masyarakat Indonesa harus mampu 
dwujudkan dalam realta.12   Salah satu 
permasalahan yakn berkatan dengan 
perlakuan yang sama d hadapan hukum 
berart bahwa penyandang dsabltas 
dalam menghadap kasus hukum berhak 
mendapatkan seseorang yang mampu 
mewakl atau mengartkan apa yang dmaksud 
msalnya oleh penyandang dsabltas tuna 
10 W.J.S. Poerwadarmnta, 2007, Kamus Umum Bahasa 
Indonesia, Bala Pustaka, Jakarta, h.297
11 Indryanto Seno Adj, 2009,  Humanisme dan 
Pembaruan Penegakan Hukum, Kompas, Jakarta, h. 
237
12 Satjpto Rahardjo, 2012, Hukum Progressif, Pustaka 
Rzk Putra, Semarang, h.34
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rungu, tuna netra, dan lan sebaganya. 
Berhak ddengar dan dcatat segala 
keterangannya d tap-tap tahap peradlan 
pdana, hak untuk sdk oleh penydk yang 
memlk kemampuan memaham bahasa 
syarat dan hak atas peradlan yang jujur dan 
tdak memhak. Begtu pentng kedudukan 
perlakuan terhadap penyandang dsabltas 
yang menghadap kasus hukum, memang 
dbenarkan sejumlah peraturan perundang-
perundangan memuat hak tersebut. 
salah satunya dalam nstrument hukum 
nternasonal yakn dalam International 
Covenan on Civil and Political Rights/
ICCPR) menentukan:
Article 26 
All persons are equalbefore the law 
and are entited without any  discrimination 
to the equal protection of the law. In 
this respect, the law shall prohibit any 
discrimination and guarantee to all persons 
equal and effective protection against 
discrimination on any ground such as race, 
colour, sex, language, religion, political 
or other opinion, national or social origin, 
property, birth or other status.13  (mengatur 
setap orang sama d hadapan hukum dan 
berhak atas perlndungan hukum yang sama 
tanpa dskrmnas apapun).
 Dar ICCPR tersebut penyandang 
dsabltas telah secara tegas harus sama 
kedudukannya d dalam hukum manakala 
mengahadap kasus hukum bebas dar 
perlakuan dskrmnas dalam bentuk 
apapun. Banyak penanganan kasus yang 
melbatkan orang dengan dsabltas, ketka 
proses Berta Acara Pemerksaan (BAP) 
telah selesa, tm pendampng kasus telah 
mengantspas akan adanya permasalahan 
n dkalangan hakm. Bentuk antspasnya 
adalah dengan cara mengkomunkaskan 
konds dan keterbatasan korban, 
kemungknan-kemungknan n akan 
berdampak menyultkan terhadap proses 
persdangan, serta menawarkan solus 
komunkas yang memungknkan serta 
sumber-sumber dukungan yang bsa 
membantu sepert menyedakan penerjemah. 
Keberadaan sekolah yang terbasa menangan 
penyandang dsabltas serta organsas 
penyandang dsabltas sangat membantu 
untuk menyedakan dukungan terkat dengan 
dsabltas korban, sepert menyedakan 
penerjemah, serta dukungan moral. Penydk 
juga memk keengganan untuk memproses 
penydk perkara pelanggaran hukum sepert 
perkosaan, kekerasan seksual, kesuslaan atau 
perbuatan cabul yang menmpa penyandang 
dsabltas mental dan ntelektual karena 
memk kecerdasan d bawah rata-rata. 
Dsabltas mental dan ntelektual dengan 
bantuan pendampng yang melaporkan 
perkara pdana yang menmpanya danggap 
sebaga orang gla oleh penydk sehngga 
tdak layak djadkan saks.
 Dpersdangan, hakm menganggap 
keterangan saks tdak layak djadkan 
sebaga alat bukt karena memlk kecerdasan 
d bawah rata-rata, padahal untuk menjad 
saks haruslah orang yang mampu mengngat 
dengan bak kejadan yang ddengar, dlhat 
13 Sarah Joseph, Jenny Schultz, and Melssa Castan, 2004, 
The International Covenant on Civil and Political 
Rights, Oxpord Unversty Press, New York, p.679
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atau dalam. Penyandang dsabltas yang 
menjad korban perkosaan, kekerasan seksual, 
kesuslaan atau perbuatan cabul juga dtolak 
kesaksannya oleh penydk karena serngkal 
menjawab dengan jawaban yang sama 
atas pertanyaan-pertanyaan yang dajukan 
penydk. Penydk juga tdak mendatangkan 
ahl untuk memperkuat kesaksan korban. D 
persdangan, hakm meragukan keterangan 
saks korban yang lambat merespon 
pertanyaan hakm. Hal tersebut tdak 
semestnya terjad jka penydk dan hakm 
mempunya perspektf tentang dsabltas 
yang mencukup. Dalam stuas-stuas 
semacam nlah, keberadaan pendampng 
kasus sepert paralegal, pengacara, atau 
organsas-organsas bantuan hukum untuk 
aktf memberkan pemahaman terhadap para 
aparat penegak hukum, dengan bekerja sama 
dengan organsas penyandang dsabltas 
menjadi sangat signifikan pengaruhnya.
 Perlakuan yang  nondskrmnatf 
sebaga kelanjutan dar hak atas perlakuan 
yang sama dhadapan hukum bag 
penyandang dsabltas dapat terwujud 
melalu pelaksanaan hak atas peradlan 
yang adl.  Terdapat dua hal yang pokok 
yang merupakan nt dar hak n yakn 
jamnan hak atas akses pada peradlan yang 
efektf bag penyandang dsabltas. Akses 
n berupa kemudahan yang dberkan bag 
penyandang dsabltas dar awal proses 
penegakan hukum sampa dengan putusan 
pengadlan dalam bentuk bantuan berupa 
perwaklan-perwaklan yang ddengar 
keterangannya dalam tap tahapan sstem 
peradlan pdana. Kemudan hal pokok 
yang kedua aparat penegak hukum dtuntut 
untuk memlk kemampuan yang terkat 
dengan hak-hak penyandang hal n berart 
bahwa penegak hukum harus mempunya 
kemampuan yang lebh yang mengert 
apa yang dmaksudkan oleh penyandang 
dsabltas, sehngga mekansme penegakan 
hukum dapat berlangsung dengan adl dan 
tanpa dskrmnas.
Uraan mengena dasar normatf hak 
atas perlakuan yang sesua, dalam proses 
peradlan yang adl perlu djadkan sebaga 
bass legal advokas bag penyandang 
dsabltas yang menjad korban kejahatan 
dan berhadapan dengan sstem peradlan 
pdana. Tndakan penydk yang menolak 
untuk menydk perkara pdana karena 
korbannya adalah orang tdak yang mampu 
melhat (tunanetra), jelas melanggar hak atas 
perlakuan atas nondskrmnatf. Sekalpun 
korbannya adalah tunanetra dan penydk ragu 
untuk mempercaya keterangan atau laporan 
korban, penydk wajb untuk melakukan 
penydkan. Hal n KUHAP memandang 
keterangan saks korban hanya merupakan 
satu dar lma alat buktt yang daku 
sepert keterangan ahl, surat, petunjuk, dan 
keterangan terdakwa. Artnya, tanpa adanya 
keterangan saks korban pun, penydk tetap 
wajb menydk perkara tersebut. Bukt 
berupa vsum et repertum dar suatu rumah 
sakt bahwa saks korban tunanetra memang 
telah dperkosa atau dcabul, sudah cukup 
untuk melanjutkan proses penydkan.
Kepemmpnan aparat penegak hukum 
sangat dtentukan oleh skap pemmpn 
harus mempunya ketegasan yang berwujud 
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dalam skap yang konssten, mempunya 
komtmen, dan selalu mempunya dorongan 
untuk mempunya skap berkompeten dalam 
penegakan hukum.14  Usaha penegakan 
hukum tertentu telah menmbulkan banyak 
keresahan. Khususnya yang dperhatkan 
adalah praktek-praktek penegakan hukum 
dlngkungan Kepolsan, Kejaksaan, 
Pengadlan, dan Lembaga Pemasyarakatan. 
Tdak dapat dsangkal bahwa usaha 
penegakan hukum tu merupakan masalah 
yang kompleks dan selalu menmbulkan 
permasalahan lebh lanjut karena beberapa 
hal tertentu. Usaha penegakan hukum 
kerapkal dlakukan berdasarkan kemauan 
dan tujuan yang bak, tetap kerapkal 
pelaksanaanya malahan menmbulkan 
akbat-akbat yang tdak dngnkan yang 
merugikan, yang menimbulkan korban fisik, 
mental dan sosal.
Dalam persdangan tndakan hakm 
yang menolak kesaksan saks korban 
tunanetra hanya karena tdak melhat juga 
merupakan pelanggaran terhadap hak atas 
perlakuan yang sama d hadapan hukum 
dan bebas dar perlakuan yang dskrmnatf. 
Sekalpun saks korban orang tdak bsa 
melhat karena penyandang dsabltas, hakm 
seharusnya tetap melakukan pemerksaan 
dpengadlan sepert halnya dengan seseorang 
yang normal. Hal n membawa konsekuens 
bahwa mash serng terjad tndakan yang 
bersfat dskrmnatf dalam penegakan 
hukum sehngga dperlukan langkah-langkah 
untuk mencegah perlaku dskrmnatf 
terhadap penyandang dsabltas dalam 
penegakan hukum. Peraturan perundang-
undangan telah secara tegas menjamn 
persamaan hak bag penyandang dsabltas. 
Dengan demkan dalam realtasnya tdak 
sedkt penyandang dsabltas yang mash 
mengalam dskrmnas dalam penegakan 
hukum selama n.
IV.  SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Berdasarkan uraan tersebut dapat 
dsmpulkan bahwa penyandang dsabltas 
mempunya hak yang sama dengan manusa 
normal lannya yang daku dalam peraturan 
perundang-undangan bak nasonal maupun 
nternasonal sebaga bagan dar Hak Asas 
Manusa. Penyandang dsabltas memlk 
hak yang sama dalam berbaga bdang 
kehdupan termasuk dbdang penegakan 
hukum,  penyandang dsabltas harus 
dtangan secara khusus untuk menghndar 
tndakan-tndakan dskrmnas sehngga 
jamnan perlndungan hukum terhadap 
semua orang dapat dwujudkan. 
2. Saran
Dskrmnas dan ketdakadlan 
berbass dsabltas mash serng terjad, bak 
yang sfatnya structural maupun kultural, 
maka harapannya agar ada lebh banyak 
pembela hak-hak penyandang dsabltas 
yang mampu memberkan perlndungan 
secara nyata terhadap penyandang dsabltas 
jka menghadap kasus hukum untuk 
mewujudkan keadlan sosal dan kesetaraan 
d depan hukum.
14 Sswanto Sunarso, 2005,Wawasan Penegakan Hukum 
di Indonesia, Ctra Adtya Bakt, Bandung, h.100
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